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PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  

REPUBLIK INDONESIA NOMOR  06 TAHUN 2009 
TENTANG 

PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang:    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Data 
Gender dan Anak; 

Mengingat : 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3277); 
Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana 
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4593); 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 
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9. 

10. 
 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan: 
1. Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan 

data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, 
dan penyajian data yang sistematis, konprehensif, dan berkesinambungan 
yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan 
terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan 
pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.  

2. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi 
yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi 
integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan 
evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.   

3. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah 
strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap 
tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, 
program, kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan  
terbaik bagi anak. 

4. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran 
dan kondisi  antara laki-laki dan perempuan. 

5. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin  dan status dan 
kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang 
meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang 
politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan 
kekerasan.  
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6. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki  
yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut 
kategori umur yang terdiri dari 0 – 1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 
tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.  

7. Data Kelembagaan Pengarusutamaan Gender adalah data kelembagaan 
yang terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender, yang 
berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma 
yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki 
secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di 
seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.  

8. Data Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak adalah data kelembagaan 
yang terkait unsur-unsur prasyarat Pengarusutamaan Hak Anak, yang 
berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma 
yang disepakati dalam pemenuhan hak anak untuk mencapai 
kesejahteraan dan perlindungan anak di seluruh bidang pembangunan dan 
tingkatan pemerintahan.  

9. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang 
meliputi verifikasi,  pengorganisasian data, pencarian kembali, 
transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi 
data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, 
umur dan wilayah. 

10. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar 
variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki 
dan perempuan. 

11. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan 
dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan 
keputusan manajerial.  

12. Data Sektoral adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan 
tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas 
pokok instansi yang bersangkutan.  

13. Data Khusus adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial-budaya dan 
kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya 
dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur 
masyarakat lainnya.  
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14. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan 
sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat 
tertentu. 

15. Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan 
perempuan adalah satuan kerja perangkat daerah yang berbentuk Badan, 
Biro atau Kantor. 

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penyelenggara data 
gender dan anak . 

Pasal  2 
Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dimaksudkan untuk memberikan 
acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam 
penyelenggaraan data gender dan anak.  

Pasal 3 
Penyelenggaraan Data Gender dan Anak bertujuan untuk: 
a. meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota 

dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan 
pembangunan daerah, 

b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah secara 
sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan 

c. meningkatkan ketersediaan data gender dan anak. 
Pasal 4 

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan Anak, dilaksanakan 
berdasarkan prinsip-prinsip: 
a spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator 

gender dan anak; 
b dapat dipercaya, artinya dilaksanakan  secara bertanggung jawab baik dari 

segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan  penyajian data, serta dihitung 
dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah; 

c dapat diukur, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, 
konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada 
standar yang telah ditetapkan;  


